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FILANTROPI berasal dari kata

Yunani yakni philein berarti cinta, dan

anthropos berarti manusia. Bila di-

rangkai menjadi filantropi, kata tersebut

memiliki makna cinta kasih pada

sesama. Mendalami makna tersebut,

kegiatan filantropi tak hanya sekadar

urusan materi. 

Setidaknya ada dua hal yang diberikan

sebagai bentuk kepedulian kita pada

sesama. Pertama ide dan pikiran, kedua

tenaga. Filantropi dapat dilakukan pe-

merintah maupun swasta ataupun

perseorangan. Hal ini telah dilakukan di

Indonesia termasuk dalam masa pande-

mi Covid-19. Suatu situasi yang sangat

kompleks, yang penanganannya bukan

persoalan mudah.  

Direktur Eksekutif Filantropi Indo-

nesia,  Hamid Abidin menyatakan, fi-

lantropi ibarat anggur lama dalam botol

baru. Tapi praktiknya sudah dilakukan

ratusan tahun yang lalu. Filantropi

bagian dari ajaran keagamaan dan tra-

disi/ budaya yang berkaitan dengan ked-

ermawanan. Ajaran agama seperti zakat,

sedekah, kolekte, tradisi masyarakat se-

perti patungan, jimpitan. Kegiatan fi-

lantropi tidak melulu materi, tetapi bisa

tenaga, pikiran dan waktu.

Semangat

Data menunjukkan, masa pandemi,

semangat filantropi untuk membantu

sesama sesuai dengan karakter bangsa.

Bantuan APD, uang tunai, kebutuhan

bahan pokok, menyelenggarakan atau

membantu karantina mandiri dan seba-

gainya, telah dilakukan di seluruh nege-

ri. Upaya-upaya promotif, preventif dan

kuratif telah banyak dilakukan. Namun

Gugus Tugas setiap hari melaporkan

makin meningkatnya kasus positif. 

Semua kepala daerah, termasuk

Gubernur DIY Sri Sultan Hameng-

kubuwono X, menekankan perlunya ke-

sadaran dan kedisiplinan masyarakat

melaksanakan protokol kesehatan.

Presiden Djoko Widodo memerintahkan

jajarannya untuk segera melakukan

kampanye masif pakai masker dalam

dua pekan ke depan sebagai upaya

menekan penyebaran covid-19. 

Case recovery rate di Indonesia sudah

sampai 61,9% semakin baik, diharapkan

terus meningkat angkanya. Presiden

ingin agar protokol kesehatan tidak ha-

nya sebatas pengetahuan yang difahami,

tetapi sampai dengan adanya perubahan

sikap dan perubahan perilaku di ka-

langan masyarakat.  Dimulai dengan pe-

makaian masker, kemudian cuci tangan,

jaga jarak dan jangan berkerumun. Pre-

siden ingin melibatkan Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(TP. PKK) yang dipandang mampu un-

tuk membantu pelaksanaan kampanye

tersebut.

Dalam menghadapi situasi ini, peran

serta masyarakat dan kerja sama de-

ngan pemerintah menjadi kunci dalam

penanganan wabah korona. Semua un-

sur masyarakat harus membantu, sosial-

isasi dan edukasi menjadi hal yang pen-

ting. Edukasi yang masif

pasti akan membantu masya-

rakat dalam memahami apa

dan bagaimana pencegahan

pandemi Covid-19. Peran ser-

ta perempuan menjadi garda

terdepan atau palang pintu

bagi anggota keluarga dalam

membentengi diri. Agar tidak

terpapar virus.  

Dasa Wisma

PKK mempunyai program

terkait dengan kesehatan dan

mempunyai struktur dari na-

sional, provinsi, kabupaten

kota sampai dasa wisma.

Jalur ini dapat dipakai seba-

gai jalur informasi protokol

kesehatan dalam menghadapi

penularan Covid-19.  PKK di-

pandang paling strategis untuk dapat

melakukan edukasi ke masyarakat,

karena dapat bersentuhan langsung de-

ngan keluarga. 

Diharapkan peningkatan pengeta-

huan, sikap dan perilaku melakukan

protokol kesehatan antara lain memakai

masker diperhitungkan akan berhasil bi-

la PKK melaksanakan. Saat ini komu-

nikasi antarwarga dapat dilakukan de-

ngan cepat melalui WhatsApp, hampir

semua RT/RW mempunyai grup

WhatsApp. Edukasi atau kampanye ma-

sif dapat dilakukan lebih cepat berupa

ajakan dari mulut ke mulut melalui

WhatsApp. 

PKK mempunyai peran strategis, efek-

tif dan efisien dalam mengubah perilaku

masyarakat untuk memakai masker ser-

ta protokol kesehatan yang lain. Agar

memutus rantai penularan Covid-19 de-

ngan melakukan kampanye masif dan

menyapa masyarakat. Ini merupakan

suatu tindakan nyata perilaku filantropi,

kasih sayang untuk sesama.  ❑

*) Dr Dra IM Sunarsih SU Apt,

Penasehat TP PKK DIY, Wakil Ketua I

YKI Cabang DIY

Filantropi, PKK dan Kampanye Pakai Masker
IM  Sunarsih

Tujuh wisatawan sedang di Pantai Goa

Cemara menjadi korban keganasan ombak.

-- Korban lagi!

***

Pemberian insentif untuk pekerja Rp 2,4 juta

perorang perbulan harus jelas.

-- Jelas-jelasan?

***

Pemerintah akan menghibahkan modal Rp

2,8 triliun untuk membangkitkan UMKM.

-- UMKM, lho.

Harapan Baru Pekerja

KB dan Ternak Ayam
BELUM lama ini, tepatnya Senin

(27/7), Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKK-

BN) melalui media daring Zoom

menyelenggarakan acara sosialisasi

yang mengangkat topik ternak ayam

sebagai upaya peningkatan ekonomi

keluarga.

Kegiatan yang diselenggarakan di

Depok, Jawa Barat ini diikuti lebih

3.500 peserta terdiri masyarakat

umum yang sebagian besar peserta

Keluarga Berencana (KB) anggota

kelompok Usaha Peningkatan Pen-

dapatan Keluarga Sejahtera (UP-

PKS) dan YouTube BKKBN Official.

Acara ini menghadirkan narasumber

Deputi Keluarga Sejahtera dan Pem-

berdayaan Keluarga, Dr dr M Yani

MKes, PKK, juga Praktisi dan

Konsultan Budidaya Ayam Bagus

Widiatmoko SPt serta Inisiator Kan-

dang Portabel sekaligus Penulis Bu-

ku Peternakan dan Pertanian, Titut

Wibisono.

Materi ini menjadi menarik, karena

selama ini BKKBN lebih mengarah-

kan kelompok UPPKS pada usaha

ekonomi produktif berupa produk

makanan, minuman dan barang ker-

ajinan/suvenir serta usaha perda-

gangan/jasa seperti membuka wa-

rung, menjahit, dan lain-lain. Semen-

tara usaha ternak ayam yang sebe-

narnya masih banyak dilakukan pen-

duduk desa belum ditangani secara

serius. Padahal apabila usaha ternak

ayam ini dikelola dengan baik, memi-

liki prospek yang sangat cerah.

Setidaknya akan mampu meningkat-

kan pendapatan keluarga sehingga

kesejahteraannya meningkat.

Praktisi dan Konsultan Budidaya

Ayam, Bagus Widiatmoko SPt me-

mandang bahwa usaha ternak ayam

sudah menjadi primadona bagi

masyarakat di lingkup rumah tangga

untuk berusaha, tetapi terkadang

mereka tidak memperhatikan kondisi

ayam, makanan dan lingkungannya.

Padahal, sangat penting untuk mem-

perhatikan kondisi ternak ayam agar

bisa tumbuh dengan baik, meng-

hasilkan telur dan berkembang biak

dengan sehat. Oleh karena itu, beli-

au memberikan tips bagaimana cara

menyiapkan kandang dan bibit.

Dalam menyiapkan kandang, hal

penting yang perlu diperhatikan anta-

ra lain, bahan kandang tidak boleh

korosif dan tahan lama, usahakan

membujur dari timur ke barat, posisi

kandang harus lebih tinggi dari seki-

tar dan didesain untuk mudah diber-

sihkan. Selain itu, pastikan sirkulasi

udara baik, buat ukuran kandang se-

suai kapasitas dan disarankan

menggunakan tipe close house.

Sementara itu, Titut Wibisono,

Inisiator Kandang Portabel meng-

ungkapkan bahwa saat ini masih ba-

nyak orang yang mengeluhkan me-

ngenai ketersediaan lahan untuk

kandang ternak ayam, karena kondi-

si rumah yang sudah padat pen-

duduk menjadi permasalahan uta-

ma. Untuk itu, beliau memberikan

solusi berupa kandang portabel yang

bisa digunakan secara mobile dan

dipindah-pindah. 

Drs Mardiya, Kepala Bidang Pe-

ngendalian Penduduk Dinas PMD

Dalduk dan KB Kabupaten

Kulonprogo.

KABAR gembira mendadak

datang bagaikan ‘durian run-

tuh’ untuk para buruh atau

pekerja berpenghasilan di ba-

wah Rp 5 juta perbulan. Kabar

itu datang dari Kepala Badan

Kebijakan Fiskal (BKF) Ke-

menterian Keuangan, Febrio

Nathan Kacaribu, bahwa peme-

rintah akan memberikan insen-

tif berupa cash transfer kepada

mereka Rp 600.000 perorang

perbulan, selama empat bulan.

Totalnya, setiap buruh akan

menerima Rp 2.400.000.

Insentif tersebut dimaksud

untuk meringankan beban para

pekerja akibat pandemi Covid-

19. Namun, mekanisme penya-

lurannya masih dalam tahap

kajian finalisasi, apakah lang-

sung diberikan dalam satu

waktu atau bertahap. Untuk

keperluan insentif tersebut,

anggaran yang harus disiapkan

pemerintah mencapai Rp 31

triliun dan hanya akan diberi-

kan kepada 13,8 juta pekerja

bergaji di bawah Rp 5 juta per-

bulan.

Menteri BUMN Erick Thohir

selaku Ketua Pelaksana Ko-

mite Penanganan Covid-19 dan

Pemulihan Ekonomi Nasional,

menyebut insentif tersebut

merupakan bantuan langsung

tunai (BLT). Juga disebutkan

bahwa insentif ini merupakan

bagian dari stimulun Pe-

mulihan Ekonomi Nasional da-

lam menanggulangi dampak

Covid-19.

Bantuan difokuskan kepada

13,8 juta pekerja non-PNS dan

non-BUMN yang aktif terdaftar

di BPJS Ketenagakerjaan, de-

ngan iuran di bawah Rp

150.000 perbulan atau setara

dengan gaji di bawah Rp 5 juta

perbulan. Bantuan selama em-

pat bulan akan langsung dibe-

rikan perdua bulan ke rekening

masing-masing pekerja, agar

tidak terjadi penyalahgunaan

dalam penyalurannya.

Bantuan akan diberikan em-

pat bulan sekaligus, setiap bu-

lan atau setiap dua bulan, tentu

ini merupakan harapan baru

untuk para buruh yang akan

menerima insentif tersebut.

Yang perlu diwaspadai adalah,

dampak dari insentif yang ‘ha-

nya’ diberikan kepada 13,8 juta

pekerja. Hal itu mengingat

(menurut data) saat ini ada se-

kitar 52,2 juta pekerja sektor

formal. Dari jumlah tersebut,

2,8 juta buruh di antaranya

terkena pemutuhan hubungan

kerja (PHK) karena dampak

Covid-19.

Kita harus banyak belajar

dari pengalaman selama ini,

bahwa penyaluran BLT  dan

bantuan sejenis lainnya dari

pemerintah selama ini selalu

menimbulkan kegaduhan, baik

di lingkungan masyarakat

maupun pelaksana teknis pem-

berian bantuan tersebut. Ba-

nyak pihak yang merasa ber-

hak mendapat bantuan, namun

tidak dapat. Ada pula pihak-pi-

hak yang menganggap ada keti-

dakberesan dalam pembagian

bantuan. Juga sangat mungkin,

ada oknum yang sengaja me-

manfaatkan ‘peluang empuk’

dalam mekanisme penyaluran

bantuan pemerintah selama

ini. ❑

Kegaduhan Penegakan Hukum
PENEGAKAN supremasi hukum di

republik yang menyatakan diri dalam

konstitusi sebagai negara hukum (recht-

staat) ramai memperbincangkan di-

tangkapnya buron kelas kakap Djoko

Tjandra. Penangkapan buron selama 11

tahun ini juga mengungkap keraguan. Di

medsos sempat terbaca : begitu mudah-

nya Bareskrim Mabes Polri menangkap

terpidana dinegara lain (baca : Malaysia)

kemudian membawanya kembali ke

Indonesia..

Meski kemudian dijelaskan

Kabareskrim Komjend Pol Listyo

Sigit, penangkapan terpidana

Djoko S Tjandra adalah hasil kerja

sama (police to police) antara

Kepolisian RI dengan Kepolisian

Negara Diraja Malaysia. Namun se-

jatinya pertanyaan itu akan berlan-

jut. “Jika demikian mudahnya ke-

napa untuk menangkap  seorang

terpidana yang buron harus me-

nunggu sampai 11 tahun? Lalu

bagaimana dengan buron klas

kakap lainnya  yang juga diduga

telah melakukan peerbuatan

melanggar hukum pidana  dan ke-

mudian kabur keluar negeri  seperti

Eddy Tanzil dan lainnya ?”

Hanya ada beberapa problem

hukum yang bisa dikaji lebih men-

dalam oleh pakar hukum pidana

mengenai status  Djoko  Tjandra.

Pertama,  saat ini sudah bukan lagi seba-

gai Warga Negara Indonesia karena su-

dah memiliki paspor dan telah  menjadi

warga Negara Papua Nugini. Kedua,

yang aneh selama terpidana, buron bisa

kembali ke Indonesia bahkan bisa men-

gurus E-KTP dan surat jalan ke luar ne-

geri serta kelengkapan lainnya. Bukan-

kan sudah memegang paspor PNG?

Telah Diputus

Dalam supremasi hukum, perkara

Djoko S Tjandra telah diputus ditingkat

terakhir perkara yakni Putusan Kasasi

No. 1688 K/Pid.Sus/2000 tanggal 28 juni

2001 jo Putusan PN Jakarta Selatan

No156/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel tgl 28-8-

2000. Kemudian  telah diajukan permo-

honan peninjauan kembali (PK) yang da-

lam hukum pidana disebut ‘herzeinning’

oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU).

Pertanyaannya, apakah ini  salah? Tidak!

Hanya saja,  aturan hukum acara

Pidana yang masih berlaku di Negara

Hukum Indonesia yakni Kitab Undang

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yakni UU No 8 tahun 1981 tentang

KUHAP. Dalam pasal 263 - 269 tentang

Permohonan PK  terhadap putusan per-

kara yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, tidak ada  satu pasal dan

ayat pun yang memberikan kewenangan

kepada  JPU untuk mengajukan PK. 

Kita lihat pasal  263  ayat (1)  :

(1)Terhadap putusan pengadilan  yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

kecuali putusan bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum,  terpidana atau

ahli warisnya dapat mengajukan per-

mintaan peninjauan kembali  kepada

Mahkamah  Agung. Jadi, dari bunyi seca-

ra letterlijke ketentuan pasal tersebut,

yang bisa dan dibolehkan mengajukan

permohonan PK hanyalah terpidana dan

atau ahli warisnya/keluarganya.

Memang terhadap ketentuan pasal ini

oleh JPU sering dialibikan. Ketika dibaca

dari bunyi pasal tersebut tidak kata-kata

: jaksa dilarang mengajukan PK. Dalih

yang tidak keliru. Tetapi jika semua ke-

tentuan  aturan perundangan

yang  tidak menyebutkan tegas ka-

ta-kata ‘dilarang’ selalu diartikan

‘boleh’ atau ‘tidak dilarang’, sistem

penegakan hukum dan kepastian

hukum  pasti tidak akan tercapai

atau dapat ditegakkan. Padahal

tujuan hukum  ada 3 tujuan :  ke-

adilan, kepastian hukum dan ke-

manfaatan hukum. 

Tidak Dapat

Jadi secara hukum, putusan PK

Mahkamah Agung RI No. 12 PK/-

Pid.Sus/2009 tanggaql 11 Juni

2009 adalah putusan yang ‘non

eksekutable’ alias tidak dapat di-

jalankan eksekusinya. Karena se-

suai Putusan Mahkamah Kons-

tutusi RI No33/PUU-XIV/2016

bahwa Putusan seperti tersebut

terkualifikasi sebagai putusan

yang inkonstitusional.

Pertanyaan mendasar dari kon-

struksi hukum  sedemikian itu adalah,

mau dibawa kemana penegakan hukum

di negara kita?  ❑

*) Dr Achiel Suyanto S, Ketua

Bidang Hukum dan HAM ICMI Orwil

Achiel Suyanto S 
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